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ABSTRAK

Kualitas lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba semakin hari semakin
menurun dan sangat memprihatinkan. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup di
Kawasan Danau Toba adalah ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 1990 tentang
Penataan Kawasan Danau Toba. Berdasarkan Perda ini dibentuklah Badan
Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba yang bekerja berdasarkan Lake
Toba Ecosystem Management Plan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah mengapa peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang
mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba tidak efektif?
Peraturan hukum yang bagaimanakah yang ideal guna pengelolaan lingkungan
hidup di Kawasan Danau Toba? Penelitian ini adalah penelitian hukum, metode
pendekatan Socio Legal. Dalam hal ini hukum dapat dipelajari baik dari perspektif
ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi socio-
legal merupakan kajian terhadap hukum dengan metode pendekatan ilmu hukum
maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan Socio Legal dipakai untuk melihat proses
bekerjanya hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial
budaya, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan
Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif karena secara struktural lembaga
pemerintahan yang ada tidak berfungsi dengan baik, substansi Perda No. 1 Tahun
1990 tidak memadai dan tidak mengakomodasi peran serta masyarakat, sedangkan
secara kultural perilaku masyarakat banyak yang menyimpang. Dari penelitian ini
juga dapat diketahui bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990
dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : faktor Hukum, faktor Penegak Hukum,
faktor Penegakan Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan
faktor Kebudayaan. Agar penataan Kawasan Danau Toba dapat berjalan dengan
baik diperlukan pergeseran sikap Antroposentris ke Ekokrasi, dan karena
Kawasan Danau Toba telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Strategis
Nasional perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Danau Toba dan dibentuk suatu Badan Otorita Pengelolaan Kawasan
Danau Toba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 9 yang mengatur tentang
Pembentukan Kawasan Khusus.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kawasan Danau Toba,
Socio-Legal.
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ABSTRACT

The environment quality in the Area of Lake Toba is increasingly reduced and
very alarming. The North Sumatra Province Regional Government Policy to
address environmental degradation in the Area of Lake Toba is the enactment of
Regulation No. 1 Year 1990 concerning Settlement Area of Lake Toba. Under this
law, the Lake Toba Ecosystem Management Coordination Agency established to
work on Lake Toba Ecosystem Management Plan. As for the problem in this
research is why the North Sumatera province regional regulations that governing
the Environmental Management in the Area of Lake Toba is not effectively run?
Which laws are ideal for environmental management in the Area of Lake Toba?
This study included in legal research, with the paradigm of positivism and Socio
Legal approach method. Socio Legal Approaches was used to see the workings of
the legal process at the implementation level related to social, cultural, economic
and political. The results showed that the implementation of Regulation No. 1 of
1990 was ineffective because structurally the existing government institutions are
not properly function, the substance of Regulation No. 1 of 1990 is inadequate
and does not accommodate the role of society, while many people are culturally
have deviant behaviour. This research also showed that the ineffectiveness of the
implementation of Regulation No. 1 of 1990 was influenced by several factors,
namely: Legal factors, Law Enforcer factors, Law Enforcement factor, means and
facilities factor, community factors and cultural factors. In order to make well
arrangement of the Lake Toba region, it is necessary to shift anthropocentric
attitude into ecocration, and because the government had been set the area of Lake
Toba as the National Strategic Regions, thus it’s necessary to establish Spatial
Planning Area of Lake Toba in the Presidential Decree and formed the Lake Toba
Area Management Authority that is established by pursuant to Law No. 32 of
2004 about Regional Government, especially Article 9 which regulates the
establishment of the Special Area Establishment.

Keywords: Effectiveness, Environment Management, Area of Toba Lake, Socio-
Legal.
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RINGKASAN

Jusmadi Sikumbang, “EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA  UTARA DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN DANAU TOBA (Tinjauan dari
Perspektif Socio-Legal)”, Disertasi, Program Doktor llmu Hukum, Program
Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, dibawah bimbingan Prof.
Dr. Arief Hidayat, SH, MS selaku Promotor dan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH,
M. Hum selaku co-Promotor.

Kondisi yang ada (existing) dan nyata (empiris) saat sekarang ini di
Kawasan Danau Toba menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin
hari semakin menurun, luas kawasan hutan semakin berkurang. Pencurian kayu
(lllegal Loging), perladangan berpindah, peternakan ikan dengan keramba jaring
apung tidak terkendali. Pertumbuhan pemukiman dan tempat wisata merusak tata
ruang. Di samping itu pencemaran air Danau Toba oleh limbah dan pakan ternak
semakin hari semakin meningkat. Enceng gondok di perairan Danau Toba tumbuh
dan berkembang. Volume permukaan air danau berfluktuasi dan semakin lama
semakin menurun.

Dengan latar belakang kondisi (Existing/Empiris) tersebutlah penelitian
Disertasi ini dilakukan dengan fokus studi melihat permasalahan tentang
“Mengapa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengatur pengelolaan
lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba tidak efektif? Peraturan hukum yang
bagaimanakah yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau
Toba? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
ketidakefektifan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengatur
pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba dan untuk membangun
peraturan hukum yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan
Danau Toba.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan metode pendekatan
Socio Legal. Pendekatan Socio Legal dipakai untuk melihat proses bekerjanya
hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi
dan politik.

Untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan dipakai beberapa
kerangka teori yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan
kerangka pemikiran bahwa sistem hukum berkaitan erat dengan struktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum sebagai mana yang dikemukakan Lawrence
M. Friedman dan oleh karena itu berdasarkan sistem ini diketahui ada masalah
hukum di Kawasan Danau Toba, untuk mengatasinya dikemukakan beberapa teori
yaitu teori positivisme Hans Kelsen. Jika efektivitas hukum dalam masyarakat
berkaitan erat dengan sistem hukum, maka teori positivisme dengan pendekatan
sistem hukum akan berelasi secara signifikan dengan pembangunan hukum.
Hukum dalam kaitannya dengan pembangunan hukum dijelaskan Mochtar



Kusumaatmaja dalam teorinya hukum sebagai sarana pembangunan, sedangkan
menurut William C. Chambliss dan Robert B. Seidman terdapat tiga komponen
utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu: (1) Lembaga
pembuat peraturan, (2) Lembaga penerap peraturan, (3) Pemegang peranan,
sedangkan Satjipto Rahardjo dengan Hukum Progresifnya menyatakan bahwa
hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, oleh karena itu, ketika terjadi
permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diganti, ditinjau dan
diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema
hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan ada lima faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum,
faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Menurut
Jimly Asshiddigie partisipasi masyarakat mendorong perubahan, salah satu
perubahan adalah diterapkannya pemahaman tentang Kedaulatan Lingkungan
(Ekokrasi). Dengan pemahaman akan kedaulatan lingkungan inilah dibangun
peraturan hukum yang ideal guna penataan lingkungan hidup di Kawasan Danau
Toba.

Data dalam penelitian ini didapat melalui Library Research dan Field
Research. Data yang didapat tersebut dianalisis secara mendalam dengan metode
Narrative Content Analysis. Penelitian dilakukan di Kawasan Danau Toba yang
meliputi 7 (tujuh) Kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba
Samosir, Samosir, Simalungun, Karo dan Dairi. 37 kecamatan, 384
Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.212.208 jiwa. Luas wilayah
+ 3.698,54 Km? Melihat luasnya daerah Kawasan Danau Toba, maka lokasi
penelitian ditetapkan di desa yang ada di sekitar perairan Danau Toba.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diteliti adalah yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Kawasan Danau
Toba sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990
tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Bab Il menjelaskan Aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam konteks lingkungan hidup. Aspek hukum yang dijelaskan antara lain
adalah sistem pemerintahan negara Indonesia, otonomi dan desentralisasi, tentang
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian di dalam Bab Il ini juga
dijelaskan teori tentang kedaulatan termasuk teori kedaulatan lingkungan yang
dikemukakan Jimly Asshiddigie. Berikutnya dijelaskan beberapa teori tentang
sistem hukum Laurence M. Friedman, teori bekerjanya hukum oleh Chambliss
&.Seidman dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. dan teori pembangunan
hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmaja. Selanjutnya teori tentang
peran serta masyarakat yang dikemukakan Koeshadi Hardjasoemantri. Tentang
pengelolaan lingkungan hidup dikemukakan beberapa teori antara lain Otto
Soemarwoto, Emil Salim dan Munadjat Danusaputro. Berikutnya dijelaskan pula
beberapa teori tentang Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikemukakan David
C. Korten, John Clark dan Peter Hagul. Tentang efektivitas hukum dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya dipakai teori yang dikemukakan Soerjono



Soekanto. Mengenai asas-asas pembentukan hukum dikemukakan pendapat I1C
Van Der Vlies

Selanjutnya, dalam Bab Il dikemukakan gambaran umum Kawasan
Danau Toba yang meliputi, kondisi geografis, kependudukan, kondisi sosial
ekonomi, lahan, lingkungan hidup, perairan Danau Toba, kawasan konservasi. Di
samping itu, dalam Bab Il ini juga dijelaskan tentang Badan Koordinasi
Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT), Lake Toba
Ecosystem Management Plan (LTEMP) Proyek Asahan dan Badan Otorita.

Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba terdiri
dari Dewan Manajemen dan Badan Pelaksana. Dewan Manajemen berfungsi
untuk mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan menetapkan program
strategis Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba. Badan Pelaksana
berfungsi untuk menjalankan arah kebijakan dan program pengelolaan ekosistem
Kawasan Danau Toba.

Dewan Manajemen bertugas mensahkan rencana program kerja dan
rencana anggaran biaya Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan
Danau Toba; merumuskan dan menetapkan arah kebijakan, visi, misi Pengelolaan
Ekosistem Kawasan Danau Toba; melakukan komunikasi dengan Pemerintah
Pusat untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Ekosistem Kawasan
Danau Toba; mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Badan
Pelaksana Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
mencari sumber-sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Ekosistem
Kawasan Danau Toba; mengarahkan pengembangan dokumen Lake Toba
Ecosystem Management Plan; mengawasi pelaksanaan program Pengelolaan
Ekosistem Kawasan Danau Toba.

Badan pelaksana mempunyai tugas menyusun rencana program
pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai tindak lanjut dari kebijakan
umum yang dibuat oleh Dewan Manajemen; mengidentifikasi komponen-
komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang mempunyai nilai strategis
dengan memprioritaskan pengelolaannya secara berkelanjutan; memonitor proses
yang terjadi di Ekosistem Kawasan Danau Toba yang berdampak atau berpotensi
untuk menimbulkan dampak negatif terhadap komponen-komponen ekosistem
melalui metode dan teknik yang dipandang layak; mensosialisasikan pendidikan
sadar lingkungan serta pembinaan kelompok-kelompok masyarakat di Kawasan
Danau Toba; melaporkan tugas-tugas setiap semester kepada Dewan Manajemen;
melaksanakan hal-hal lain yang diarahkan oleh Dewan Manajemen.

Penyusunan LTEMP (Lake Tobe Ecosystem Management Plan atau
Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba) bertujuan untuk
memfasilitasi upaya pengelolaan kelestarian kawasan Ekosistem Kawasan Danau
Toba secara komprehensif, memulihkan dan melindungi integritas Ekosistem
Kawasan Danau Toba melalui upaya kemitraan dan kerjasama (kolaboratif),
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya mengelola
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kelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba dan menyusun rekomendasi strategis
pengelolaan, mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada saat ini dalam
konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas komponen ekosistem.

Secara garis besar isi dokumen LTEMP terintegrasi dan mengambil
bentuk 2 buah buku, yaitu Dokumen LTEMP No. 0401 yang terbagi menjadi 3
bagian, yakni : Petunjuk Teknis Pedoman, Bahasan Substansi dan Lampiran-
lampiran. Dokumen LTEMP No. 0402 memuat peta-peta dasar dari Ekosistem
Kawasan Danau Toba serta peta-peta pendukung individual maupun kombinasi
(overlay) dari Ekosistem Kawasan Danau Toba. Di dalam bagian Bahasan
Substansi, setiap bab mempunyai keterkaitan substantive antara satu bab dengan
bab selanjutnya.

Proyek Asahan adalah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Air di Daerah Aliran Sungai Asahan yang airnya bersumber dari Danau Toba.
Pembangkit Listrik Tenaga Air ini dibangun guna memenuhi kebutuhan listrik
pabrik peleburan Alumunium di Kuala Tanjung Asahan. Proyek Asahan yang
terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pabrik Peleburan Alumunium
dibangun oleh Pemerintah Jepang dan Konsorsium Perusahaan Jepang yang
terdiri 12 (dua belas) perusahaan. Pembangunan Proyek Asahan dimulai pada
tahun 1975 dan selesai pada tahun 1982.

Karena peraturan penanaman modal dan perizinan terlalu rumit dan
memakan waktu, pihak Jepang (investor) memohon kepada Pemerintah Indonesia
supaya semua perizinan dapat dikoordinasikan di bawah satu atap. Pemerintah
menyetujui permohonan tersebut dan membentuk suatu wadah atau badan khusus
untuk mengkoordinasikan perizinan. Badan ini diberi nama Otorita
Pengembangan Proyek Asahan (Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1976 tentang
Pembentukan Otorita Pengembangan serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga
Air dan Peleburan Alumunium Asahan).

Badan pembina merupakan suatu badan yang berada langsung dibawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas mengkoordinasikan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan pembinaan
dan pengembangan atas pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan secara
keseluruhan, melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk-petunjuk
pelaksanaan kepada Badan Otorita mengenai pengembangan atas pelaksanaan
pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah di
bidang pembangunan.

Badan Otorita adalah badan yang mewakili pemerintah yang
bertanggungjawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek
Asahan dengan tugas: memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan
persetujuan secara tepat dan berhasil, mengamankan kepentingan-kepentingan
pemerintah dan persero pengusahaan serta pengembangan usaha pelistrikan dan
peleburan alumunium, mengawasi pelaksanaan sesuai dan di dalam batas-batas
sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan induk, memelihara kerjasama dan
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koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan
persetujuan induk, menjamin agar tata cara perizinan dan pelaksanaan
pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib, mengembangkan
dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan, merencanakan dan mengendalikan pengembangan
jangka panjang wilayah Proyek Asahan beserta prasarananya dalam kerjasana
dengan instansi-instansi yang bersangkutan.

Melihat latar belakang, tujuan dan tugas Badan Otorita Asahan, dapat
diketahui bahwa Badan Otorita Asahan bukanlah badan khusus yang mengelola
dan menata Kawasan Danau Toba. Badan Otorita Asahan turut berpartisipasi
dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Kawasan Danau Toba,
partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian Annual Fee dan
Environment Fund. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi Badan
Otorita Asahan adalah dalam rangka tanggungjawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat di Kawasan Danau Toba (CSR = Corporate Social Responsibility).

Di dalam Bab IV diuraikan tentang Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba.
Kebijakan yang diteliti adalah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup dan penataan Kawasan Danau Toba sebagaimana yang diatur di dalam
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif bila peraturan
perundang-undangan yang diterapkan memiliki kesesuaian dan dapat bekerja
secara empirikal serta dipatuhi masyarakat, dengan demikian peraturan
perundang-undangan tersebut mempunyai pengaruh positif bagi perilaku
masyarakat sesuai dengan harapan pembentukan hukum. Oleh karena itu
efektifitas Perda No. 1 Tahun 1990 dapat diukur dengan melihat struktur hukum,
substansi hukum, dan kultur hukum sebagaimana yang dijelaskan Lawrence M.
Friedman dalam teori tentang sistem hukum.

Bahwa dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa
kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba dari tahun ke tahun semakin
lama semakin menurun. Penelitian yang penulis lakukan untuk disertasi ini
menguatkan temuan yang telah didapat peneliti-peneliti tersebut. Exploitasi
terhadap sumber daya alam di Kawasan Danau Toba tidak mampu meningkatkan
taraf hidup sosial ekonomi masyarakat, bahkan menyebabkan kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup. Hal ini berarti Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kawasan Danau Toba tidak sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara menjadi beberapa kabupaten (4 kabupaten)
tidak membuat lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba bertambah baik, tetapi
bertambah buruk. Degradasi kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun terus
berlanjut. Masyarakat bukan bertambah sejahtera, tetapi bertambah miskin.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Kawasan
Danau Toba tidak efektif.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Perda No. 1
Tahun 1990 tidak efektif disebabkan karena peran serta masyarakat di dalam PLH
dan penataan KDT tidak maksimal. Tidak maksimalnya peran serta, disamping
disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, juga disebabkan karena Perda
No. 1 Tahun 1990 tidak mengatur tentang peran serta masyarakat. Lain dari pada
itu, Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mempunyai kekuatan memaksa, Perda ini
hanya bersifat mengatur.

Dengan rendahnya peran serta masyarakat untuk menata KDT, maka
tujuan dan sasaran penataan KDT sebagaimana yang diatur di dalam Perda No. 1
Tahun 1990 jelas tidak akan tercapai.

Masalah-masalah yang timbul akibat tidak efektifnya kebijakan
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau
Toba antara lain : lahan kritis, pencemaran air (akibat adanya enceng gondok,
keramba jaring apung, limbah domestik), kemiskinan penduduk, belum
terwujudnya kerjasama, (baik nasional maupun internasional) dalam pengelolaan
danau. Perambahan hutan, ladang berpindah, pencurian kayu (illegal loging).
Tidak efektifnya kebijakan tersebut karena tujuan dan sasaran Perda No. 1
Tahun 1990 tidak tercapai. Tujuan dan sasaran Perda No. 1 Tahun 1990 tidak
tercapai karena penegakan hukum (Perda No. 1 Tahun 1990) tidak efektif. Tidak
efektifnya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 karena pengaruh beberapa faktor,
faktor-faktor tersebut adalah : faktor Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor
Penegakan Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor
Kebudayaan.

Faktor Hukum, substansi Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mempunyai
kekuatan memaksa, Perda ini hanya bersifat mengatur. Kualifikasi tindak
pidananya adalah pelanggaran, bukan kejahatan.

Faktor Penegak Hukum, penegak hukum dalam melaksanakan Perda
sangat lemah, aktifitas penegak hukum tidak terkoordinasi dengan baik, di
samping itu citra penegak hukum dimata masyarakat di Kawasan Danau Toba
tidak baik karena banyaknya pemberitaan (tv, koran dan majalah) yang
memberitakan perilaku yang menyimpang yang dilakukan penegak hukum.

Faktor Penegakan Hukum, proses penegakan hukum yang mandul
terhadap peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di Kawasan Danau Toba
menyebabkan masyarakat tidak pernah takut untuk melanggar hukum. Apalagi
dalam penegakan hukum di Kawasan Danau Toba terjadi “tebang pilih”.
Sepertinya hukum hanya berlaku untuk masyarakat kelas bawah.

Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana dan fasilitas guna penegakan hukum di
Kawasan Danau Toba tidak memadai. Sumber daya manusia yang terdidik dan
terampil terbatas, alat transport (sepeda motor, speed boat, dan kuda) boleh
dibilang tidak ada. Laboratorium juga tidak ada, sedangkan Pusat Penelitian
Ekologi Danau Toba (LTERC = Lake Toba Ecological Research Center) tidak
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aktif. Di samping itu dana dan biaya yang ada tidak cukup, sedangkan tingkat
kesejahteraan penegak hukum memprihatinkan.

Faktor Masyarakat, masyarakat di Kawasan Danau Toba termasuk dalam
peta kemiskinan Provinsi Sumatera Utara, tingkat partisipasi dan kesadaran
hukumnya rendah, di samping itu Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mengatur tentang
peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan
Kawasan Danau Toba.

Faktor Kebudayaan, Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mencerminkan/nilai-
nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, dan perda juga tidak mengangkat
kearifan lokal menjadi sesuatu yang dapat dipedomani dalam penataan Kawasan
Danau Toba. Pelanggaran dan perampasan Hak Ulayat misalnya. Di samping itu
keberadaan Dalihan na Tolu di dalam masyarakat Batak, juga tidak dilibatkan di
dalam penataan Kawasan Danau Toba, pada hal lembaga adat ini mempunyai
peran yang penting di dalam hidup dan kehidupan masyarakat suku Batak.

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi
non pemerintah yang merupakan perkumpulan atau perhimpunan yang bersifat
sukarela dalam menyelenggarakan berbagai kepentingan dengan melakukan
berbagai kegiatan inovatif serta bertindak sebagai lembaga penyeimbang terhadap
keselamatan negara. Sedangkan Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok
orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan
kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Walaupun nama dan istilah
berbeda, lembaga ini dikenal dengan sebutan LSM-Lingkungan.

Pada umumnya LSM-Lingkungan di Kawasan Danau Toba bergerak
dibidang charity, development, advocacy dan people movement. Tetapi yang
membuat Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi penting dalam pengelolaan
lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba adalah karena Lembaga Pemerintahan
tidak berfungsi dengan baik, Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berperan dalam
pemberdayaan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berperan dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat ikut
berperan dalam mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR).

Lembaga Swadaya Masyarakat mendapat dukungan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba karena : Lembaga
Swadaya Masyarakat dekat dengan kaum miskin dan mempunyai organisasi
terbuka yang memudahkan pengeluaran informasi ke atas; Lembaga Swadaya
Masyarakat mempunyai staf yang bermotivasi tinggi; Lembaga Swadaya
Masyarakat membiayai kegiatannya secara ekonomis dan efisien; Lembaga
Swadaya Masyarakat cukup kecil, terdesentralisasi, luwes dan mampu menerima
umpan balik dari proyek yang dikerjakan; Lembaga Swadaya Masyarakat lebih
mampu untuk mendorong penggunaan jasa-jasa pemerintah yang lebih banyak.

Berikutnya, Bab V. Dalam bab ini dijelaskan tentang pembentukan
peraturan hukum yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan
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Danau Toba. Perda No. 1 Tahun 1990 telah berlaku + 20 tahun, selama kurun
waktu 20 tahun itu telah banyak terjadi perubahan, terutama perubahan yang
berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu Perda No. 1
Tahun 1990 sudah tidak relevan lagi. Dengan ditetapkannya Kawasan Danau
Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional (P.P. No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) maka pembentukan peraturan hukum
yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Kawasan Danau
Toba adalah dibuat dan ditetapkannya dengan segera Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba sebagai peraturan pelaksana Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 dan dibentuknya Badan Otorita Pengelolaan
Kawasan Danau Toba.

Materi muatan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Danau Toba antara lain adalah

- Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba harus
ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Kawasan Danau Toba merupakan
destinasi pariwisata yang mempunyai peran yang penting bagi Provinsi
Sumatera Utara yang saat sekarang ini sedang mengalami degradasi
lingkungan hidup. Oleh karena itu, idealnya harus diatur tentang Pusat
Kegiatan Resort Wisata.

- Di dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau
Toba harus ditegaskan dan dijelaskan tentang peran, fungsi dan ruang lingkup
Peraturan Presiden. Di samping itu, tujuan kebijakan, strategi dan Rencana
Struktur Ruang harus diatur secara rinci sehingga penyelenggara pemerintahan
negara dapat melaksanakan Peraturan Presiden tersebut dengan baik dan
benar.

- Kemudian perlu diatur Rencana Pola Ruang Kawasan Danau Toba yang
terdiri atas kawasan lindung, kawasan budi daya, dan perairan Danau Toba.
Setelah itu baru diatur Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Toba.
Arahan pemanfaatan ruang ini berpedoman pada Rencana Struktur dan Pola
Ruang. Baru kemudian dibuat Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas : Arahan Peraturan
Zonasi, Arahan Perizinan, Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif dan
arahan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi perdata dan pidana yang
materinya dapat menimbulkan efek jera.

- Ketentuan lain yang perlu diatur adalah jangka waktu Rencana Tata Ruang
Kawasan Danau Toba

- Dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Danau Toba perlu diatur
mekanisme pembinaan dan pengawasan serta mengajak masyarakat aktif
berpartisipasi.
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Bab VI. Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi.
Kesimpulan :

(1) Tidak efektifnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.
1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba dapat dilihat dari
berbagai faktor yaitu, struktur (Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Daerah
dan BKPEKDT), substansi (Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990) dan kultur
(Budaya Birokrasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kawasan Danau
Toba)

Dari aspek kelembagaan birokrasi Pemerintah Daerah (struktur), tidak
efektifnya birokrasi Pemda dan BKPEKDT disebabkan oleh masalah yang
berkaitan dengan luasnya Kawasan Danau Toba (7 kabupaten). Dari 7
kabupaten tersebut, 3 kabupaten berasal dari pemekaran, dengan demikian
koordinasinya menjadi sulit. Hal lain yang menyebabkan tidak efektifnya
Perda adalah yang berkaitan dengan struktur organisasi BKPEKDT.
Personalia BKPEKDT hanya terdiri dari aparat birokrasi pemerintah daerah.
Sedangkan masyarakat tidak dilibatkan. Aparat birokrasi pemerintah daerah di
7 kabupaten berciri sektoral, sehingga cara bekerjanya lebih banyak
mementingkan tercapainya tugas pokoknya sendiri-sendiri. Gejala ini disebut
dengan ego sektoral. Padahal, untuk pengelolaan lingkungan hidup di KDT
harus ada koordinasi dan tidak mungkin ditangani secara sektoral. Lain
daripada itu, lembaga penegak hukum sebagai lembaga yang menerapkan
hukum juga tidak berfungsi dengan baik, padahal salah satu syarat untuk
bekerjanya hukum, menurut Chambliss & Seidman, adalah adanya lembaga
penerapan hukum (peraturan) yang dapat bertindak sebagai respon terhadap
peraturan hukum.

Mengingat BKPEKDT baru dibentuk pada tahun 2002 (12 tahun
setelah Perda No. 1 Tahun 1990), maka dapat disimpulkan bahwa lembaga
penyelenggaraan pemerintah di daerah (Sumatera Utara) dalam pengelolaan
lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba tidak bisa bekerja secara optimal,
padahal BKPEKDT diharapkan sebagai Badan Koordinasi dalam penerapan
peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di KDT.

Tidak efektifnya implementasi peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990
dari aspek substansi (isi perda) terutama disebabkan karena Perda No. 1 Tahun
1990 hanya bersifat mengatur bukan memaksa kualifikasi pidananya
pelanggaran dan bukan kejahatan dan sanksi hukumnya sangat ringan, dan
karenanya tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu, Perda No. 1 Tahun
1990 tidak mengatur peranserta masyarakat padahal peranserta masyarakat
sangat diperlukan di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya dari aspek kultur (budaya) hukum tidak efektifnya
penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1990 disebabkan karena kultur
hukum aparat birokrasi masih bersikap mementingkan kepentingan manusia
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daripada alam (lingkungan hidup), untuk kepentingan manusia, alam atau
lingkungan hidup dapat diabaikan. Sikap ini dikenal dengan nama
antroposentrisme. Perilaku masyarakat di KDT juga sama dengan aparat
birokrasi pemerintahan, bedanya, birokrat dengan sikap antroposentrisme
demi untuk kepentingan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
masyarakat, karena miskin berperilaku antroposentrisme demi untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin lama semakin sulit,
mereka merambah hutan (illegal logging), ladang selalu berpindah, beternak
ikan dengan keramba jaring apung, yang akhirnya merusak lingkungan hidup.

(2) Disamping itu, tidak efektifnya pelaksanaan Perda No.1 Tahun 1990 juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

Faktor Hukum : Substansi Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mempunyai
kekuatan memaksa, perda ini hanya bersifat mengatur.

Faktor Penegak Hukum : Penegak hukum dalam melaksanakan Perda
sangat lemah, aktifitas penegak hukum tidak terkoordinasi dengan baik.
Pengalaman buruk yang pernah dialami masyarakat dalam proses interaksi
dengan penegak hukum menyebabkan citra penegak hukum menjadi kurang
baik.

Faktor Penegakan Hukum : Proses penegakan hukum yang mandul
terhadap peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di KDT menyebabkan
masyarakat tidak pernah takut untuk melanggar hukum. Apalagi dalam
penegak hukum di KDT terjadi “tebang pilih”. Sepertinya hukum hanya
berlaku untuk masyarakat kelas bawah. Akhirnya dapat dikatakan bahwa
sanksi dalam Perda No. 1 Tahun 1990 tidak menimbulkan efek jera.

Faktor Sarana dan Fasilitas : Untuk menegakkan Perda No. 1
Tahun 1990, penegak hukum selaku penyelidik dan penyidik memerlukan
bukti permulaan yang cukup untuk penegakan hukum. Untuk mendapatkan
dan/atau mengumpulkan bukti-bukti tersebut diperlukan sarana atau fasilitas
yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Faktor Masyarakat : Masyarakat di KDT untuk mengartikan hukum
dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas atau pejabat negara
(penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum
senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
Masyarakat di KDT tingkat kesejahteraannya rendah (KDT termasuk di dalam
peta kemiskinan Sumatera Utara). Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari masyarakat tak takut melanggar hukum, karena penegak hukum jadi
panutan, penegak hukum boleh melawan hukum, kenapa mereka tidak boleh.
Menurut pendapat masyarakat kebijakan pemerintah lebih banyak
menguntungkan pengusaha dan banyak merugikan masyarakat.
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Faktor Kebudayaan : Perda No. 1 Tahun 1990 tidak mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, di samping itu, Perda juga
tidak mengangkat kearifan lokal menjadi sesuatu yang dapat dipedomani
dalam penataan KDT. Pelanggaran dan perampasan hak ulayat misalnya,
Keberadaan Dalihan na Tolu di dalam masyarakat Batak, juga tidak dilibatkan
di dalam penataan KDT, padahal lembaga adat ini mempunyai peran yang
penting di dalam hidup dan kehidupan masyarakat suku Batak.

(3) Walaupun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak efektif, dan
lembaga pemerintahan yang ada (Hakim, Jaksa, Polisi, BLH, BKPEKDT,
LTERC dan Dinas-Dinas terkait) tidak berfungsi dengan baik, penegak
hukum, penduduk tetap beraktifitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Aktifitas penegak hukum terkait dengn jabatannya dan secara pribadi selalu
ikut serta dalam kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan
penyuluhan hukum. LSM tetap eksis dan berperan dalam pemberdayaan
masyarakat, LSM ikut berperan dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup. Secara umum dapat dikatakan bahwa aktifitas LSM bergerak di bidang
charity, advokasi, development dan people movement.

(4) Dengan ditetapkannya KDT menjadi Kawasan Strategis Nasional (Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional) sudah selayaknya Perda No. 1 Tahun 1990 diganti karena sudah
tidak relevan lagi, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Satjipto
Rahardjo bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka
kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang
lebih luas dan lebih besar, sehingga apabila terjadi permasalahan didalam
hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia
yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum bukan
merupakan interaksi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making)”.
Dengan demikian maka peraturan hukum yang ideal guna Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan penataan di KDT adalah dibuat dan ditetapkan dengan
segera Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba
sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008.
Sebab, sampai dengan saat sekarang ini Peraturan Presiden ini belum dibuat.
Disamping itu Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Danau Toba sebagai peraturan pelaksanaan harus disusun dengan prinsip
kedaulatan lingkungan.

Rekomendasi :

(1) Oleh karena sampai saat sekarang ini belum ada peraturan hukum yang ideal
guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba ,  sedangkan
Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif dan sudah tidak relevan lagi, maka
Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba harus
segera dibuat agar pengelolaan lingkungan di Kawasan Danau Toba dapat
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@)

©)

sejalan dengan ditetapkannnya Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan
Strategis Nasional.

Untuk keterpaduan, kelancaran dan efektifitas pelestarian dan pengembangan
Kawasan Danau Toba perlu dibentuk BADAN OTORITA PENGELOLAAN
KAWASAN DANAU TOBA dengan kekuasaan dan kewenangan mengelola
Kawasan Danau Toba selaku Kawasan Strategis Nasional sebagaimana yang
diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terutama Pasal 9 yang mengatur pembentukan kawasan khusus dan Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.

Dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis
Nasional, dan diberlakukannya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Danau Toba serta dibentuknya Badan Otorita, dan adanya
pemahaman akan kedaulatan lingkungan, belum cukup untuk menjamin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba
sebelum kesejahteraan masyarakat ditingkatkan, sehingga masyarakat di
Kawasan Danau Toba tidak termasuk ke dalam peta kemiskinan Provinsi
Sumatera Utara. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan sosial, ekonomi dan
hukum yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Danau Toba.
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SUMMARY

Jusmadi Sikumbang, "THE EFFECTIVENESS OF NORTH SUMATRA
PROVINCE GOVERNMENT REGULATION ON THE ENVIRONMENT
MANAGEMENT IN THE AREA OF LAKE TOBA (Viewed From Socio-
Legal Perspective)”, Dissertation, Legal Studies Doctoral Program, Graduate
Program, Diponegoro University, Semarang, under the guidance of Prof. Dr. Arief
Hidayat, SH, MS as promoter, and Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, M. Hum as
co-promoter.

In this current existing and real (empirical) conditions in the Area of Lake Toba
shows that environmental quality is more and more declining, forest area
decreased, the occurrence of timber theft (illegal logging), shifting cultivation, and
uncontrolled fish farming with floating net cages. Also, the growth of settlements
and tourism damage the space. In addition, water pollution of Lake Toba by waste
and animal feed was growing by day. Water hyacinth in the waters of Lake Toba
grows and develops. Volume of lake-water level fluctuates and the longer it goes
down.

By the two background conditions (Existing / Empirical), this dissertation
research was conducted with the study focus to look at issues of "Why is the
policy of North Sumatra provincial government that governing environmental
management in the Area of Lake Toba is not run effectively? Which laws are
ideal for environmental management in the Area of Lake Toba? While the
purpose of this study is to analyse and explain the lack of effectiveness of the
North Sumatra Province Local Government Policy that governing environmental
management in the Area of Lake Toba, to analyse and to build an ideal policy to
environmental management in the Area of Lake Toba.

This study included legal research with positivism paradigm and Socio Legal
approach. The Socio Legal Approaches used to see the workings of the legal
process at the level of implementation related to social, cultural, economic and
political.

To answer the question in issue is used several theoretical frameworks that are
relevant to the problem and research purposes, with the framework that the legal
system is closely related to the legal structure, legal substance and legal culture as
set out by Lawrence M. Friedman, and therefore, according to the basis of this
system, it is known there is legal problems existed in the area of Lake Toba. To
deal with these problems, several theories put forward such as Hans Kelsen
positivism theory. If the effectiveness of law and society is closely related to the
legal system, then the theory of positivism with the approach of the legal system
would relate significantly to the development of the law. The law in relation to the
legal development was described by Mochtar Kusumaatmaja in his theory legal as
a means of development, whereas according to William C. Chambliss and Robert
B. Seidman there are three main components supporting operation of law in
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society, namely: (1) Institute of regulators, (2) Institute of regulations
practitioners, (3) The role holder, while Satjipto Rahardjo with his progressive
law states that law is for people, not vice versa, therefore, when the problems
existed in the law, then that law must be changed, reviewed and corrected, not the
man who be pushed for inclusion in the scheme legal. Then Soerjono Soekanto
said there are five factors that affect law enforcement, namely: the legal factors,
law enforcement factor, means and facilities factor, community factors and
cultural factors. According to Jimly Asshiddigie, the community participation
encourage changes, one of changes is the implementation of the understanding of
environmental sovereignty (ecocration). With this understanding of environment
sovereignty the ideal legal regulation is constructed for regulation in the area of
Lake Toba.

Data in this study were obtained through Library Research and Field Research.
The obtained data then analysed in depth by the Narrative Content
Analysismethod. The study was conducted in the Area of Lake Toba includes 7
(seven) districts namely North Tapanuli, Humbang Hasundutan, Toba Samosir,
Samosir, Simalungun, Karo and Dairi, it was covered 37 districts, 384 villages
with population of 2,212,208 inhabitants, the width area + 3698. 54 kmz2.
Considering the extent of the Area of Lake Toba, the research sites established in
villages surrounding waters of Lake Toba.

North Sumatra Provincial Regulations under study is related to environmental
management and regulation of the Lake Toba region as stipulated in the Local
Government Regulation No. 1 Year 1990 concerning Settlement Area of Lake
Toba.

Chapter Il Legal aspect Clarify of local Governement organization in the
environment context. These theories include the Indonesian state administration
system, autonomy and decentralization, about the administration of governance in
the region. Later on in this Chapter Il also described a theory of sovereignty,
including environmental sovereignty theory that put forward by Jimly
Asshiddigie. Further it described several theories about legal system by Laurence
M. Friedman; theory about law operation by Chambliss &Seidman; theory about
Progressive Law by Satjipto Rahardjo, and theory of legal development by
Mochtar Kusumaatmaja. Further it explained theories about the role of the
community who expressed by Koesnadi Hardjasoemantro. About environmental
management put forward several theories, among others Soemarwoto Otto, Emil
Salim and Munadjat Danusaputro. Next, italso described several theories about
the non-governmental organizations put forward by David C. Korten, John Clark
and Peter Hagul. About the effectiveness of law and factors that influence it used
theories developed by Soerjono Soekanto. About the principles of law forming put
forward an opinion of IC Van Der Vlies

Next, Chapter Ill presented an overview of the Lake Toba region, which is
covering, geography, demography, socio-economic conditions, land, environment,
waters of Lake Toba, and the conservation area. In addition, in this Chapter 11
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also explained about the Lake Toba Area Ecosystem Management Coordination
Agency (BKPEKDT), Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP) Asahan
Project and the Boardof Authority.

The Lake Toba Area Ecosystem Management Coordination Agency consists of
the Management Board and Executive Board. The Management Board serves to
direct, plan, control and established a strategic program area of Lake Toba
Ecosystem Management. Executive Board has functions to run the policy
direction and management program of the Lake Toba regioneco system.

The Management Board have duties to endorsed the work program plan and
budget plan for the Lake Toba Area Ecosystem Management Coordination
Agency; formulate and set policy direction, Area of Lake Toba Ecosystem
Management vision and mission; in communication with the central government
for any matters relating to the Ecosystem Management Area of Lakes Toba;
appoint and dismiss the Chairman and Vice Chairman of the Executive
Coordinating Agency of Lake Toba Area Ecosystem Management; find sources of
funding to support the activities of Ecosystem Management Areas of Lake Toba;
guide the document development of Lake Toba Ecosystem Management Plan
(LTEMP); oversee the implementation of Lake Toba RegionEcosystem
Management Program.

The Executive agency has the task of preparing the management plan of Lake
Toba Ecosystem Regions as public policy follow-up that is made by the Board of
Management, identify the components of the Lake Toba Ecosystem Regions that
have a strategic value to prioritize their management in a sustainable manner;
monitor the processes occurring in the Lake Toba Area Ecosystem that isinfluence
or potentially to cause negative impacts on ecosystem components through
methods and techniques that are considered feasible; disseminating environmental
awareness education and training community groups in the area of Lake Toba;
reported assignments each semester to the Board of Management; exercises
another thing which is directed by the Board of Management.

The Guidelines for the Management Area Ecosystem of Lake Toba (LTEMP)
preparation aims to comprehensively facilitate the preservation efforts for
managing ecosystems in Area of Lake Toba, restore and protect the integrity of
the Lake Toba region ecosystem through the efforts of partnership and
cooperation (collaborative), to identify any issues related to efforts for managing
the preservation Lake Toba region ecosystems of strategic management and make
recommendations, identify the currently existed opportunities and barriers in the
conservation and sustainable use of components of the ecosystem.

In broadly outlined, the contents Lake Toba Ecosystem Management Plan
integrates and takes the form of two books, they are the Lake Toba Ecosystem
Management PlandocumentNo. 0401, divided into 3 parts, namely: Technical
Guidance Manual, Substance Discussion and the Annexes. Document of Lake
Toba Ecosystem Management Plan No. 0402 includes base maps of Lake Toba
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Ecosystem Regions and maps of individual supporters as well as combination
(overlay) from Lake Toba Ecosystem Regions. In the substance of the discussion,
each chapter has a substantive connection between one to another next chapter.

Asahan Project is a project of Hydroelectric Power Plant development in Asahan
watershed where the water comes from Lake Toba. Hydroelectric Power Plant
was built to meet the electricity needs of aluminum smelting plant in Kuala
Tanjung Asahan. Asahan project consists of Hydroelectric Power Plant and
Aluminium Smelter plant was built by the Japanese Government and the
Consortium of Japanese companies consisting of 12 (twelve) companies. Asahan
Project Development began in 1975 and completed in 1982.

For the capital investment and licensing regulations are too complicated and time
consuming, the Japanese party (investors) appealed to the Government of
Indonesia so that all permissions can be coordinated under one roof. The
government approved the application and form an institution or a special agency
to coordinate the licensing. The agency named Asahan Project Development
Authority (Presidential Decree No. 5 Year 1976 on the Establishment and
Development Authority Board of Trustees of Hydroelectric Power and
Aluminium Smelter Plant).

Development Board is an institution directly under and responsible to the
President, with the task of coordinating government policies relating to training
and development for the implementation of development Asahan Project as a
whole, doing the development and provide implementation guidelines to the
Authority regarding the development of implementation Asahan Project
development in accordance with the general policy of government in the areas of
development.

Authority Board is the body representing the government responsible for the
Asahan Project construction and development fluently with the task: to provide
facilities and guarantees for the implementation of the agreement properly and
successfully, to secure the interests of government and national state enterprises
and the development of electrification, and smelting aluminum business,
overseeing the implementation of appropriate and within the limits as specified in
the main agreement, maintaining cooperation and continuous coordination
between the parties in achieving the main agreement goals, ensuring that licensing
procedures and implementation of Asahan projects development may run
smoothly and orderly, develop and control the implementation of Asahan projects
development in accordance with established plans, make plan and control the
long-term development of Asahan Project area and its infrastructure in
collaboration with the related agencies.

Looking at the background, objectives and tasks of the Asahan Authority Board, it
is known that the Agency is not a specialized agency Asahan Authority who
manage and administer the Lake Toba region. Asahan Authority participates in
environmental management and regulation of the Lake Toba region, participation
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is manifested in the form of Annual Fee and Environment Fund. Thus, it can be
said that the participation of Asahan Authority is in the framework of corporate
social responsibility towards society in the region of Lake Toba (CSR = Corporate
Social Responsibility).

Chapter IV The Effectiveness of North Sumatra Province Government Regulation
on The Environment Management in The Area Of Lake Toba. Policies that were
studied were related to environmental management and regulation of the Lake
Toba region as stipulated in the Regional Regulation No. 1 Year 1990 concerning
Settlement Area of Lake Toba.

Legislation stated as effective when the legislation that has relevance and can be
applied in empirical work and complied with the public, thus the legislation is
having a positive influence for people's behavior in accordance with the law of
expectations formation. Therefore, the effectiveness of Regulation No. 1 of 1990
can be measured by looking at the legal structure, legal substance and legal
culture as described by Lawrence M. Friedman's theory about the legal system.

According to some previous research results, they showed that the environment
quality the in the Area of Lake Toba from year to year become more and more
decreasing. This present research conducted by the author in this dissertation
confirmed findings that have been obtained by those previous researchers.
Exploitation of natural resources in the Area of Lake Toba was not able to
improve the socio-economic living conditions of society, even causing damage
and environmental pollution. This means Environmental Management in the Area
of Lake Toba is incompatible with poverty alleviation efforts. Expansion of the
North Tapanuli district into several districts (4 districts) does not create the
environment in the region of Lake Toba gets better, but worse. Degradation of
environmental quality from year to year continues. Not grow prosperous society,
but poorer. Thus it can be said that the policy of the Government of North
Sumatra Province in environmental management and regulation of the Lake Toba
area are not effective.

Based on the above description, it can be explained that Regulation No. 1 of 1990
is not vitiated by the participation of community in the PLH and the KDT
arrangement was not optimal. The not maximum participation, in addition caused
by the things mentioned above, also caused by the Regional Regulation No. 1 of
1990 did not regulate the role of the community. Other than that, Regional
Regulation No. 1 of 1990 does not have the power to force, this regulation merely
regulate.

By the low of communities’ participation to organize KDT, the goals and
objectives of the arrangement KDT as those provided for in Regional Regulation
No. 1 of 1990 certainly will never be achieved.

The problems that arise due to the ineffectiveness of local government policies in
Environmental Management in the Area of Lake Toba, among others: critical
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land, water pollution (caused by water hyacinth, floating net cages, domestic
waste), the poverty population, yet the realization of cooperation, (both national
and international) in the management of the lake, also, forest encroachment,
shifting cultivation, timber theft (illegal logging). The ineffectiveness of these
policies caused by the goals and objectives of Regulation No. 1 of 1990 was not
achieved. Aims and objectives of Regional Regulation No. 1 of 1990 was not
achieved because of the rule of law (Regional Regulation No. 1 of 1990) is not
effective. The ineffectiveness of the Regional Regulation implementation No. 1
Year 1990 because the influence of several factors, these factors are: factor of
Law, Law Enforcer factors, Law Enforcement factors, Facilities and Amenities
factor, Community factor and Cultural factors.

Legal factors, substance of Regional Regulation No. 1 of 1990 does not have the
power to force, this regulation merely regulate. Qualification of criminal acts is a
violation, not crimes.

Law Enforcer Factor, law enforcer agencies in implementing the regional
regulation is very weak, law enforcer activities are not well coordinated, in
addition to that, the law enforcer image in the eyes of the community around Lake
Toba Region is not good because of the news (TV, newspapers and magazines)
that were reporting deviant behaviour that done law enforcement.

Factor of Law Enforcement, law enforcement process is barren of criminal events
that occurred in the area of Lake Toba cause society is never afraid to break the
law. Especially in law enforcement in the area of Lake Toba, the "selective
logging™ was happened. It looks like law only applies to the lower classes of
society.

Means and facilities factor, means and facilities for law enforcement in the area of
Lake Toba is inadequate. The educated and skilled human resources are limited,
transport equipment (motorcycle, speed boat, and horse) arguably does not exist.
The lab also does not exist, while the Lake Toba Ecological Research Centre
(LTERC =) is not active. In addition, existing funds and fees are not enough,
while the welfare level of law enforcement concern.

Society Factors, people in the area of Lake Toba is classified in the poverty map
of North Sumatra province, their level of participation and legal awarenesswere
low, besides that, the Regional Regulation No. 1 of 1990 does not provide for
public participation in environmental management and regulation of the Lake
Toba region.

Cultural factors, Regional Regulation No. 1 of 1990 does not reflect values that
form the basis of customary law, and local regulations do not raise local
knowledge into something that can be followed in the arrangement area of Lake
Toba, for example, the violation and deprivation upon Indigenous Property
Rights. In addition, the presence of Dalihanna Tolu in Batak society, is also not
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involved in the settlement area of Lake Toba, indeed, these traditional institutions
have an important role in community life and the lives of the Batak ethnic group.

What is meant by non-governmental organizations is non-governmental
organizations which are voluntary associations in organizing a variety of interests
through variety of innovative activities and acting as a counterweight to the safety
of state institutions. While the Environmental Organization is a self-organized and
self-formed group of people his own volition the objectives and activities related
to the environment. Although the names and terms are different, this institution
was known as the LSM Lingkungan [Environment NGO].

In general, Environmental NGOs in the region of Lake Toba run in the field of
charity, development, advocacy and people movement. But things that makes non-
governmental organizations became important in the Area of Lake Toba
environmental management was because the Government Institutions do not
function properly, NGOs had a role in empowering communities, NGOs had a
role in the settlement of environmental disputes, non-governmental organizations
played a role in the mechanism of Alternative Dispute Resolution (ADR).

NGOs have the support of society in environmental management in the Lake Toba
region because: NGOs close to the poor and have an open organization that
facilitates information spending upwards; non-governmental organizations have
highly motivated staff, non-governmental organizations to finance their activities
economically and efficient; NGOs quite small, decentralized, flexible and able to
receive feedback from the projects in progress; non-governmental organizations
are better able to encourage the use of government services more.

Then Chapter V. In this chapter described the ideal of legal policy for
environmental management in the Area of Lake Toba. Regional Regulation No. 1
Year 1990 has accepted + 20 years, during the next 20 years it has been many
changes, particularly changes associated with Laws. Therefore Regional
Regulation No. 1 of 1990 is irrelevant. With the enactment of the Lake Toba
region into the National Strategic Area (PP No. 26 of 2008 on Spatial Planning
Agency), the law of the ideal policy for environmental management and
regulation of the Lake Toba area is made and the enactment of the immediate
Presidential Decree on Spatial Planning Regions Lake Toba as regulations
implementing Government Regulation no. 26 of 2008 and the establishment of
Area Management Authority Board of Lake Toba.

The substance of the Presidential Decree on Spatial Planning Area include the
Lake Toba

- Presidential Decree on Spatial Planning of the Lake Toba area should be
established with the consideration that the area of Lake Toba is a tourism
destination that has an important role for the Province of North Sumatra
which is currently experiencing environmental degradation. Therefore,
ideally should be about the Center for Resort Tourism Activities.
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- Inside the Presidential Decree on Spatial Planning Area Lake Toba should
be emphasized and explained about the role, functions and scope of
Presidential Regulation. In addition, policy objectives, strategies and
Space Structure Plan should be regulated in detail so that the organizers of
the state government to implement the Presidential Regulation is properly
and correctly.

- The need to set the Pattern Space Plan Area Lake Toba which consists of
protected areas, cultivation area, and the waters of Lake Toba. After that
just set Landing Area Space Utilization of Lake Toba. Referrals utilization
of this space is guided by Structure Plan and the Pattern Room. Only then
created the Referral Control Room Utilization.

- Direction Control Room Utilization consists of: Referrals Zoning
Regulations, Licensing Referrals, Referral Incentives and Disincentives
and landing either sanctions or administrative penalties, civil and criminal
sanctions that the material can be a deterrent effect.

- Other provisions is to set term of the Spatial Planning Areas Lake Toba

In the implementation of spatial management of Lake Toba region need to set
guidance and supervision mechanism and encourage active community
participation.

Chapter VI contains Conclusion and Recommendation.
Conclusion:

1) The ineffectively implementation of the North Sumatra Provincial Regulation
No. 1 Year 1990 concerning Settlement of Lake Toba Areas was caused by
various factors namely, the structure (Local Government Bureaucracy
Institutional and BKPEKDT), substance (Regional Regulation No. 1 of 1990)
and culture (Cultures of Local Government Bureaucracy and the public in the
area of Lake Toba).

From the institutional aspects of Local Government bureaucracy, the
ineffectively local governments and BKPEKDT’s bureaucracy were caused by
problems associated with wide area of Lake Toba (7 districts). Among those 7
districts, 3 districts comes from the expansion, thus the coordination becomes
difficult. Another thing that causes the ineffectiveness of regulation is related
to BKPEKDT organizational structure. BKPEKDT personnel were only
consisting of local government bureaucracy apparatus, while communities are
not involved at all. Local government bureaucracy apparatus in the 7 districts
have sectoral characteristic, so that more concerned with achieving on their
own personal main task. This phenomenon is called sectoral ego. In fact, for
environmental management at KDT there must be coordination and cannot be
held sectorally. Other than that, law enforcement agencies as institutions that
apply the law also does not function properly, but one of the conditions for the
working of the law, according to Chambliss & Seidman, is the presence of law
enforcement bodies (regulations) that can act as a response to the rule of law.
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2)

Given that BKPEKDT just formed in 2002 (12 years after the Local
Regulation No. 1 of 1990), it can be concluded that the institution of
government administration in the regions (North Sumatra) during perform
environmental management in the Area of Lake Toba cannot work optimally,
but BKPEKDT is expected as Coordinating Institution for implementing
regulations that governing environmental management in KDT.

The ineffectively implementation of Local Regulations No. 1 of 1990 from the
aspect of the substance (content of regulation), mainly due to Local
Regulation No. 1 of 1990 is only to arrange and not forced the qualifying
offenses punishment and not the criminal and its legal penalties were very
light, and therefore have no deterrent effect. In addition, Local Regulation No.
1 of 1990 does not regulate public participation that is necessary in the
environmental management.

Furthermore, from the aspect of legal culture (cultural), the ineffectively
implementation of Local Regulation No. 1 of 1990 due to the legal culture of
the bureaucratic apparatus is still being concerned with human interest than
the universe (the environment), for the benefit of man, nature or the
environment can be ignored. This attitude is known as anthropocentrism.
Community behavior in KDT was also similar to the bureaucratic apparatus of
government. The difference among them, bureaucrats on one side with
anthropocentrism attitude intended to increase genuine local income (PAD),
the community on the other side, their poor resulted their anthropocentrism
behavior in order to meet their daily needs for life that are increasingly
difficult day by day, they penetrated forests (illegal logging), they always
move their field, raising fish in floating net cages, which ultimately damage
the environment.

In addition, the ineffectiveness of the implementation of Regulation No. 1 of
1990 also influenced by several factors, namely:

Legal factors: Substance Regulation No. 1 of 1990 does not have the power to
force, these regulations merely set.

Law Enforcer Factor: Law enforcement officials in carrying out the law is
very weak, law enforcement activities are not well coordinated. Bad
experience of having experienced people in the process of interaction with law
enforcement, the image of law enforcement becomes less good.

Law Enforcement Factor: The law enforcement is barren of criminal events
that occurred in KDT cause society was never afraid to break the law.
Especially in law enforcement in KDT, the "selective logging" was occurred.
It looks like that law only applies to the lower classes of society. Finally it can
be said that the sanctions in Regulation No. 1 of 1990 is not a deterrent effect.
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3)

4)

Services and Facilities Factor: To enforce the law No. 1 of 1990, law
enforcement officers as investigators and investigators require evidence
sufficient to start enforcing the law. To obtain and / or gather evidence
necessary facilities or adequate facilities. Without the means or a specific
facility, then it is unlikely law enforcement will take place smoothly.

Society Factors: Society in KDT to interpret the law and even identify with
the officer or officers of the state (law enforcement). One result is both bad
law is always associated with law enforcement behavior patterns. People in
low welfare level KDT (KDT included in the poverty map of North Sumatra).
To meet the needs of everyday life people do not fear breaking the law,
because law enforcement officers to be role models, law enforcement may be
against the law, why they should not be. According to public opinion,
government policies are more favorable for entrepreneurs and a lot of harm to
the community.

Cultural Factors: Regulation No. 1 of 1990 does not reflect the values that
form the basis of customary law, in addition, the law also did not raise local
knowledge into something that can be followed in the arrangement of KDT.
Violations and deprivation of rights, for example, the presence of Dalihan na
Tolu in Batak society, is also not involved in the structuring KDT, but this
traditional institution has an important role in life and the lives of Batak
society.

Although the North Sumatra Provincial Regulations are ineffective, and the
existed government institutions (judges, prosecutors, police, BLH,
BKPEKDT, LTERC and relevant line agencies) is not functioning properly,
law enforcement, residents continue their activities in environmental
management . Law enforcement activities related to his office and personally
always participated in community activities especially those associated with
legal counseling. NGOs still exist and play a role in empowering
communities. NGOs had a role in the settlement of environmental disputes. In
general it can be said that the activities of NGOs active in charity, advocacy,
development and people movement.

With the enactment of a National Strategic Area KDT (Government
Regulation No. 26 of 2008 on Spatial Planning Agency) is only fitting Perda
No. 1 of 1990 be replaced because it is no longer relevant, according to what
has been stated Satjipto Rahardjo that “the law is for people, not vice versa,
then the presence of law is not for himself, but for something larger and larger,
so that in case of problems within the law, then punish that must be reviewed
and corrected, not the man who pushed for inclusion in the scheme legal. The
law is not an absolute and final interaction, because the law is always in the
process to continue to be (law as a process, law in the making) ". Thus, the
rule of law which is ideal for Environmental Management and the structuring
of KDT is created and set to immediately Presidential Decree on Spatial
Planning Area Lake Toba as regulations implementing Government
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Regulation no. 26 of 2008, because until now, this Presidential Regulation has
not been made yet. In addition, the Presidential Decree on Spatial Planning
Area Lake Toba as the implementing regulations should be drafted with the
principle of environmental sovereignty.

Recommendation:

1)

2)

3)

Because until now there has been no ideal laws for environmental
management in the Area of Lake Toba, while Regional Regulation No. 1 of
1990 is not effective and are no longer relevant, then the Presidential Decree
on Spatial Planning of Lake Toba Area must be made for environmental
management in the Area of Lake Toba be made compatible with the
implementation of Lake Toba region as a National Strategic Area.

For integrity, smoothness and effectiveness of conservation and development
area of Lake Toba, it is necessary to form TOBA LAKE AREA
MANAGEMENT AUTHORITY BOARD with power and authority to
manage the Lake Toba region as a National Strategic Area as stipulated in the
Law no. 32 of 2004 on Regional Government, especially Article 9 which
regulates the formation of a special area and the Government Regulation No.
26 of 2008 on National Spatial Plan.

With the enactment of the Lake Toba area as a National Strategic Area, and
the enactment of Presidential Decree on Spatial Planning Area of Lake Toba
and the establishment of the Authority Board, and the understanding of the
environment sovereignty, it was not enough yet to ensure the protection and
management of environment in the Lake Toba region prior to improve welfare
of public around, up to people in the area of Lake Toba would not include any
more in the poverty map of North Sumatra Province. Therefore, the
appropriate social, economic and legal policies need to be arranged to improve
the welfare of the people in the area of Lake Toba.
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GLOSSARY

Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Antroposentrisme adalah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang
menempatkan kepentingan manusia dipusatnya.

Efektifitas hukum adalah jika peraturan perundang-undangan yang diterapkan
memiliki kesesuaian dan dapat bekerja secara emperikal serta dipatuhi oleh
masyarakat, dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai
pengaruh positif bagi perilaku masyarakat sesuai dengan harapan pembentuk
hukum.

Ekokrasi adalah kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem dimana suatu
pemerintahan mendasarkan pemerintahannya secara taat asas pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Kawasan Danau Toba adalah daerah Tangkapan Air Danau Toba dan perairan
Danau Toba dan wilayah yang dikategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai
Asahan.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
warisan dunia.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.

Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-
pelaku politik dalam rangka memilih tujuan.

Kebijakan publik (Public Policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan
dan dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
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Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman.

Lembaga Swadaya masyarakat adalah organisasi non pemerintah yang
merupakan perkumpulan atau perhimpunan yang bersifat sukarela dalam rangka
menyelenggarakan berbagai kepentingan dengan melakukan berbagai kegiatan
inovatif serta bertindak sebagai lembaga penyeimbang terhadap kekuatan negara.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja
bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu
kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan
terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuannya dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan.

Peran serta adalah perilaku seseorang untuk turut serta secara langsung dalam
suatu kegiatan oleh karena adanya kepentingan dan tujuan tertentu.
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Peranan adalah perilaku individu yang berhubungan dengan kedudukannya
sebagai anggota masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya
hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
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